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MOTTO 

 

 

 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. 

(QS. Al-Insyirah : 5-6) 
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ABSTRAK 

 

Nama : Regita Ayu Majjeddah 

Nim 201810110311538 

Judul : Formulasi Kebijakan Pidana Mati Bagi Koruptor 

Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana 

Pembimbing : 1. Dr.Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum. 

2. Sumali S.H., M.H. 

 

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan 

isu penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Korupsi di Indonesia telah 

menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas 

negara dan keadilan sosial, sehingga menuntut kebijakan hukum pidana yang tegas, 

adil, dan berbasis nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pengaturan pidana mati bagi koruptor dalam hukum positif Indonesia serta 

menganalisis formulasi kebijakan tersebut dari perspektif pembaharuan hukum 

pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder 

berupa literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif 

dengan metode konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati 

bagi koruptor secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 

jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Namun, 

pelaksanaannya menghadapi tantangan dari sisi yuridis, politis, dan hak asasi 

manusia. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menempatkan pidana mati sebagai 

pidana alternatif yang bersyarat, yang hanya dijatuhkan dengan pertimbangan 

kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, formulasi kebijakan pidana 

mati bagi koruptor perlu dirancang secara selektif dan proporsional dengan tetap 

menjunjung nilai keadilan, efektivitas hukum, serta perlindungan HAM. Penelitian 

ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan reformulasi 

kebijakan pidana mati secara lebih konstitusional dan responsif terhadap nilai-nilai 

hak asasi dan aspirasi keadilan masyarakat. 

 

Kata Kunci: Formulasi, Kebijakan, Pidana Mati, Koruptor, Pembaharuan Hukum 
Pidana 
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ABSTRACT 

 

Name : Regita Ayu Majjeddah 

Nim 201810110311538 

Title : The Formulation of the Death Penalty Policy for Corruptors 

Reviewed from the Perspective of Criminal Law Reform 

Advisors : 1. Dr.Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum. 

2. Sumali S.H., M.H. 

 

The imposition of the death penalty for perpetrators of corruption is a 

significant issue in the context of Indonesia’s criminal law reform. Corruption, as 

an extraordinary crime, threatens national stability and social justice, thus requiring 

a criminal law policy that is firm, fair, and grounded in human rights values. This 

study aims to examine the legal regulation of the death penalty for corruptors under 

Indonesian law and to analyze the policy formulation from the perspective of 

criminal law reform. This research applies a normative juridical method using 

statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature study, 

involving primary legal materials such as legislation, and secondary materials 

including legal literature and doctrines. The data were analyzed qualitatively using 

descriptive analysis and content analysis methods. The study finds that the death 

penalty for corruption is regulated under Article 2(2) of Law No. 31 of 1999 in 

conjunction with Law No. 20 of 2001, applicable only under specific circumstances. 

However, its implementation faces legal, political, and human rights challenges. The 

new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) redefines the death penalty as a conditional 

and alternative punishment, to be imposed with strong consideration of humanity 

and substantive justice. Therefore, the future policy formulation on the death penalty 

for corruptors must be selective, proportional, and aligned with justice, legal 

effectiveness, and the protection of human rights. This research recommends that 

legislators reformulate the death penalty policy in a way that is constitutional, 

responsive, and consistent with the values of justice and human dignity. 

Keywords: Formulation, Policy, Death Penalty, Corruptors, Criminal Law Reform 
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